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BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   59    TAHUN  2010
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKKAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 

BUPATI BANTUL,

Menimbang
:
a.
bahwa agar pelaksanaan tugas-tugas organisasi dapat berjalan optimal diperlukan pejabat yang melaksanakan tugas jabatan;



b. 
bahwa untuk mengisi jabatan dan melaksanakan tugas jabatan yang karena pejabatnya berhalangan tetap atau pejabatnya berhalangan sementara maka perlu mengangkat Pelaksana Tugas atau menunjuk Pelaksana Harian;



c. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukkan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 



2. 
Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;



3. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;



4.
Undang_Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


5.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;


6.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15;


7.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerinta Nomor 25 Tahun 2010;



   9.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;


     10.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008;



11.
Peraturan Pemerintah nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomro 11 Tahun 2002;



12.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;



13.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktual sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;



14.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;


15.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil 


16. 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;



17.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;



18.
Peraturan Pemerinta Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



19. 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor.....Tahun ....   tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten Bantul;


20.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariar DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 


21.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 


22.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;



23.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 


24.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun .2007 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;



25.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.
Memperhatikan : 1. 
Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Harian.



  2.
Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26.3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 perihal Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Harian;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PENUNJUKKAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Bantul 

2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah Inspektorat, Badan, Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah,  Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. 
8. Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, kunjungan kerja ke luar daerah/negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji atau sebab lain yang serupa dengan hal itu;

9. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil, dibebaskan dari jabatan, diberhentikansementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan tetap;

11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat PLH adalah Pegawai Negeri sipil yang ditunjuk dan diperintah untuk sementara melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan sementara;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2

(1) Maksud pengangkatan PLT adalah untuk mengisi sementara jabatan struktural yang kosong karena pejabat definitif berhalangan tetap
(2) Tujuan pengangkatan PLT adalah untuk melaksanakan sementara tugas jabatan struktural yang kosong agar pelaksanaan tugas organisasi dapat berjalan optimal.
Pasal 3
(3) Maksud pengangkatan PLH adalah untuk mencukupkan pelaksanaan tugas  jabatan struktural karena pejabat definitif berhalangan sementara
(4) Tujuan pengangkatan PLH adalah untuk membantu pelaksanaan tugas pejabat definitif agar organisasi dapat berjalan optimal.

BAB III 

PELAKSANA TUGAS
Bagian Satu

Pengangkatan

Pasal 4

(1) Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas dalam satuan kerja dilakukan apabila : 
a. Pejabat Berhalangan Tetap;

b. Pejabat belum terisi karena pembentukan lembaga baru
(2) Pengangakatan PLT ditetapkan dengan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini;
(3) Pengangkatan PLT tidak perlu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Bagian Kedua
Syarat  Ketentuan dan Prosedur 
Pasal 5 
(1) PLT diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Pesyaratan untuk diangkat menjadi PLT sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Memiliki pangkat golongan ruang minimal satu tingkat dari jabatan yang dipersyaratkan;

c. Tidak sedang menjalani/proses hukuman disiplin;

d. Memiliki nilai DP-3 minimal bernilai baik pada setiap unsur;

(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural dapat diangkat sebagai PLT dalam jabatan struktural eselon terendah pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang diangkat menjadi PLT tetap menduduki jabatan definitifnya.

Pasal 6

Ketentuan PLT adalah sebagai berikut : 

1. PLT Sekretaris Daerah dapat diangkat dari Asisten Sekretaris Daerah atau Pejabat Eselon II lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

2. PLT Asisten Sekretaris Daerah dapat diangkat dari Asisten lainnya atau Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

3. PLT pejabat eselon II Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah dapat diangkat dari Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat eselon II lainnya atau Pejabat eselon III di lingkungan pejabat yang berhalangan tetap;

4. PLT Pejabat eselon III Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah dapat diangkat dari Pejabat eselon III Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah lainnya atau Pejabat eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalangan tetap;

5. PLT Pejabat eselon III bukan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah dapat diangkat dari Pejabat eselon III lainnya atau Pejabat eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalanagan tetap;

6. PLT Pejabat eselon IV Kepala UPT dapat diangkat dari Pejabat eselon IV lainnya di lingkungannya.   

7. PLT Pejabat eselon IV dapat diangkat dari Pejabat eselon IV lainnya atau seorang staf di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut.

8. PLT Kepala Sekolah dapat diangkat dari Kepala Sekolah lainnya yang setingkat atau seorang Wakil Kepala Sekolah di lingkungan Pejabat yang berhalangan tersebut. 

Pasal 7

Prosedur pengangkatan PLT sebagai berikut : 

1. PLT sekretaris Daerah, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mengusulkan calon PLT Sekretaris Daerah kepada Bupati;
2. PLT Asisten Sekretaris Daerah, Sekretarsi Daerah mengusulkan calon PLT Asisten Sekretaris Daerah kepada Bupati. 
3. Pejabat eselon II lainnya dan Pejabat eselon III Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah, maka Instansi melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah; 

4. PLT Kepala Sekolah, maka sekolah melaporkan kepada Kepala Dinas yang membidangi. 

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat dan Kedudukan 
Pasal 8

(1) PLT Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Pejabat eselon II lainnya diangkat oleh Bupati

(2) PLT Pejabat eselon III Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah diangkat oleh Sekretaris Daerah 
(3) PLT Pejabat eselon III  bukan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat eselon IV diangkat oleh Kepala Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah;

(4) PLT Kepala Sekolah diangkat oleh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi. 

Pasal 9
Kedudukan PLT : 
1. PLT Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

2. PLT Asisten Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

3. PLT Pejabat eselon II lainnya dan Pejabat Eselon III Kepala Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. PLT Pejabat Eselon III bukan Kepala Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkunganya.

5. PLT Pejabat eselon IV berkedudukan di bawah   dan bertanggung jawab kepada Pejabat eselon III atasan Pejabat yang berhalangan tersebut.

6. PLT Kepala Sekolah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.

Bagian Keempat 

Wewenang dan Tugas
Pasal 10
Wewenang dan Tugas PLT : 
1. Diberikan wewnang dan pemberian kuasa untuk menandatangani keputusan dan surat-surat sepanjang tidak menyangkut keputusan dan ketentuan yang mengikat seperti DP-3, penjatuhan hukuman disiplin, dan penetapan keputusan di bidang kepegawaian serta keuangan;
2. Kewenangan menandatangani keputusan yang mengikat sebagaimana tersebut dalam butir angka 1 ditarik ke atas menurut hirarkhi organisasi;

3. PLT dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud.

Bagian Kelima

Berakhirnya Tugas

Pasal 11

Tugas PLT berakhir apabila : 

1. Telah diangkat pejabat definitif;

2. Diangkat PLT yang baru;

3. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

4. Pindah tugas dan tempat berkerja; 
BAB IV 

PELAKSANA HARIAN
Bagian Satu

Pengangkatan

Pasal 12
(1) Penunjukkan PLH dapat dilakukan untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
(2) Penunjukkan PLH sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sepanjang pejabat definitif berhalangan sementara lebih dari 3 (tiga) hari.
(3) Penunjukkann PLH ditetapkan dengan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;

Bagian Kedua

Syarat  dan Ketentuan 

Pasal 13 
(1) PLH ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan untuk ditunjuk sebagai PLH sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Memiliki pangkat golongan ruang minimal satu tingkat dari jabatan yang dipersyaratkan;
c. Tidak sedang menjalani/proses hukuman disiplin;
d. Memiliki nilai DP-3 minimal bernilai baik pada setiap unsur;
e. Memiliki pengalaman dalam bidang tugas tersebut;
(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak emnduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai PLH dalam jabatan struktural eselon terendah pada satuan kerja/instansi yang bersangkutan.
(4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai PLH dalam jabatan struktural yang setingkat atau setingkat lebih tinggi.
(5) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang diangkat menjadi PLH tetap menduduki jabatan definitifnya dan diberikan tunjangan jabatan sebesar daam jabatan definitifnya.

Pasal 14
Ketentuan PLH adalah sebagai berikut : 

1. PLH Sekretaris Daerah dapat diangkat dari Asisten Sekretaris Daerah atau Pejabat Eselon II lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. PLH Asisten Sekretaris Daerah dapat diangkat dari Asisten lainnya atau Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
3. PLH pejabat eselon II Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah dapat diangkat dari Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat eselon II lainnya atau Pejabat eselon III di lingkungan pejabat yang berhalangan sementara;
4. PLH Pejabat eselon III Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah dapat diangkat dari Pejabat eselon III Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah lainnya atau Pejabat eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalangan sementara;
5. PLH Pejabat eselon III bukan Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah dapat diangkat dari Pejabat eselon III lainnya atau Pejabat eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalanagan sementara;
6. PLH Pejabat eselon IV Kepala UPT dapat diangkat dari Pejabat eselon IV lainnya di lingkungan;

7. PLH Pejabat eselon IV dapat diangkat dari Pejabat eselon IV lainnya atau seorang staf di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut.
8. PLH Kepala Sekolah dapat diangkat dari Kepala Sekolah lainnya yang setingkat atau seorang Wakil Kepala Sekolah di lingkungan Pejabat yang berhalangan.
Bagian Ketiga

Kedudukan
Pasal 15
Kedudukan PLH : 

1. PLH Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

2. PLH Asisten Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
3. PLH Pejabat eselon II lainnya dan Pejabat Eselon III Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. PLH Pejabat Eselon III bukan Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah di lingkunganya.
5. PLH Pejabat eselon IV berkedudukan di bawah   dan bertanggung jawab kepada Pejabat eselon III atasan Pejabat yang berhalangan tersebut.
6. PLH Kepala Sekolah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah yang membidangi.
Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang 

Pasal 16
(1) PLH Sekretaris Daerah, diangkat oleh Bupati.
(2) PLH Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat eselon II lainnya dan Pejabat eselon III Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah diangkat oleh Sekretaris Daerah. 
(3) PLH Pejabat eselon II bukan Satuan Organsiasi Perangkat Daerah  dan Pejabat eselon IV diangkat oleh Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah.

(4) PLH Kepala Sekolah diangkat oleh Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah yang membidangi.

Bagian Keempat 

Wewenang dan Tugas

Pasal 17
Wewenang dan Tugas PLH : 

1. Diberikan wewnang dan pemberian kuasa untuk menandatangani keputusan dan surat-surat sepanjang tidak menyangkut keputusan dan ketentuan yang mengikat seperti DP-3, penjatuhan hukuman disiplin, dan penetapan keputusan di bidang kepegawaian serta keuangan;
2. Kewenangan menandatangani keputusan yang mengikat sebagaimana tersebut dalam butir angka 1 ditarik ke atas menurut hirarkhi organisasi;
3. PLH dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud.

Bagian Kelima

Berakhirnya Tugas

Pasal 18
Tugas PLH berakhir apabila : 

1. Pejabat definitif selesai berhalangan sementara;
2. Diangkat PLH yang baru;
3. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Pindah tugas dan tempat berkerja; 

BAB IX
KETENTUAN LAIN 

Pasal 19

(1) Pejabat yang berhalangan sementara bagi Sekretaris Daerah lebih dari 3 (tga) hari wajib memberitahukan kepada Bupati.

(2) Pejabat yang berhalangan sementara bagi Pejabat eselon II dan Eselon III Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah lebih dari 3 (tga) hari wajib memberitahukan kepada Sekretaris Daerah.

(3) Pejabat yang berhalangan sementara bagi Pejabat eselon III bukan Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah dan Pejabat eselon IV lebih dari 3 (tga) hari wajib memberitahukan kepada Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah.
(4) Kepala Sekolah yang berhalangan sementara lebih dari 3 (tiga) hari wajib memberitahukan kepada Kepala Satuan Organsiasi Perangkat Daerah yang membidangi.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

BAB X

PENUTUP

Pasal 20
Segala bentuk peraturan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini dikeluarkan/ditetapkan dinyatakan tetap/masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan isi Peraturan Bupati ini.

Pasal 21
Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Agar setiap oran mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal    22 November  2010

         BUPATI BANTUL,


        SRI SURYA WIDATI
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor           
59 Tahun 2010
Tanggal         22 November 2010-12-15

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
 GENDUT SUDARTO



Lampiran I 

	Peraturan Bupati Bantul 

	Nomor
	:
	        Tahun 2010

	Tanggal 
	:
	       September 2010
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BUPATI BANTUL 

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS 

KEPALA....................................................... 

Nomor : 
BUPATI BANTUL,

Menimbang
:
a.
bahwa :........................(dapat berisi)



- dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  Nomor.....Tahun ....... belum diangkat pejabatnya secara definitif;




- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor........Tanggal..............Saudara...........NIP.........Pangkat............Golongan Ruang .................Jabatan telah diangkat sebagai.....................




- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor........Tanggal..............Saudara...........NIP.........Pangkat............Golongan Ruang .................Jabatan telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun


b. 
bahwa untuk kelancaran tugas-tugas organisasi .............diapndang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kepala .................;



c. 
bahwa Saudara ...............NIP..........Pangkat.......Golongan......Jabatan............dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pelaksaa Tugas Kepala...........................
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 



2. 
Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;



3. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;



4.
Undang_Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15;


6.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerinta Nomor 25 Tahun 2010;



7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;



9.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktual sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;



10.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;


11. 
Peraturan Pemerinta Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



12.
dst
Memperhatikan : 
Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas.

MEMERINTAHKAN:

Kepada
:
Nama


: .......................


NIP


: .......................



Pangkat/Gol Ruang
:........................



Jabatan 


: .......................

Untuk 
:
Terhitung mulai tanggal ................. disamping jabatannya  sebagai Kepala................juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala ................sampai dengan diangkatnya pejabat definitifnya/Pelaksana Tugas yang baru, dengan ketentuan : 



1. Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas ang harus dilaksanakan;



2.
Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada .....................;


3.
Melaskanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. 
Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam surat perintah  ini akan diadakan perbaikan kembali.
Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di Bantul 
pada tanggal  ......2010

BUPATI BANTUL 

SRI SURYA WIDATI

Tembusan di kirim kepada Yth.
1. Gubernur DIY di Yogyakarta;

2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;

3. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bantul;

5. Kepala Dinas PKAD Kab. Bantul 
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 PEMERINTAH   KABUPATEN   BANTUL
SEKRETARIAT  DAERAH
                   Jl. Robert Wolter Monginsidi  Bantul  55711 Telp. 367509
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SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS 

KEPALA....................................................... 

Nomor : 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
Menimbang
:
a.
bahwa :........................(dapat berisi)




- dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  Nomor.....Tahun ....... belum diangkat pejabatnya secara definitif;




- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor........Tanggal..............Saudara...........NIP.........Pangkat............Golongan Ruang .................Jabatan telah diangkat sebagai.....................




- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor........Tanggal..............Saudara...........NIP.........Pangkat............Golongan Ruang .................Jabatan telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun


b. 
bahwa untuk kelancaran tugas-tugas organisasi .............diapndang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kepala .................;



c. 
bahwa Saudara ...............NIP..........Pangkat.......Golongan......Jabatan............dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pelaksaa Tugas Kepala...........................
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 



2. 
Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;



3. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;



4.
Undang_Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15;


6.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerinta Nomor 25 Tahun 2010;



7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;



9.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktual sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;



10.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;


11. 
Peraturan Pemerinta Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



12.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;



13.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor....Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi ..................... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 
Memperhatikan : 
Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas.

MEMERINTAHKAN:

Kepada
:
Nama


: .......................



NIP


: .......................



Pangkat/Gol Ruang
:........................



Jabatan 


: .......................

Untuk 
:
Terhitung mulai tanggal ................. disamping jabatannya  sebagai Kepala................juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala ................sampai dengan diangkatnya pejabat definitifnya/Pelaksana Tugas yang baru, dengan ketentuan : 



1. Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas ang harus dilaksanakan;



2.
Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada .....................;



3.
Melaskanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. 
Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam surat perintah  ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bantul 

pada tanggal  ......2010

SEKRETARIS DAERAH
NAMA

Tembusan di kirim kepada Yth.

1. Gubernur DIY di Yogyakarta;

2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;

3. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bantul;

5. Kepala Dinas PKAD Kab. Bantul. 
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 PEMERINTAH   KABUPATEN   BANTUL

SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

                   Jl. Robert Wolter Monginsidi  Bantul  55711 Telp. 367509
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SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS 

KEPALA....................................................... 

Nomor : 

KEPALA................,

Menimbang
:
a.
bahwa :........................(dapat berisi)




- dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  Nomor.....Tahun ....... belum diangkat pejabatnya secara definitif;




- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor........Tanggal..............Saudara...........NIP.........Pangkat............Golongan Ruang .................Jabatan telah diangkat sebagai.....................




- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor........Tanggal..............Saudara...........NIP.........Pangkat............Golongan Ruang .................Jabatan telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun


b. 
bahwa untuk kelancaran tugas-tugas organisasi .............diapndang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kepala .................;



c. 
bahwa Saudara ...............NIP..........Pangkat.......Golongan......Jabatan............dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pelaksaa Tugas Kepala...........................
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 



2. 
Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;



3. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;



4.
Undang_Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15;


6.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerinta Nomor 25 Tahun 2010;



7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;



9.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktual sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;



10.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;


11. 
Peraturan Pemerinta Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



12.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;



13.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor....Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi ..................... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 
Memperhatikan : 
Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas.

MEMERINTAHKAN:

Kepada
:
Nama


: .......................



NIP


: .......................



Pangkat/Gol Ruang
:........................



Jabatan 


: .......................

Untuk 
:
Terhitung mulai tanggal ................. disamping jabatannya  sebagai Kepala................juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala ................sampai dengan diangkatnya pejabat definitifnya/Pelaksana Tugas yang baru, dengan ketentuan : 



1. Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas ang harus dilaksanakan;



2.
Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada .....................;



3.
Melaskanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. 
Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam surat perintah  ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bantul 

pada tanggal  ......2010

SEKRETARIS DAERAH

NAMA

Tembusan di kirim kepada Yth.

6. Gubernur DIY di Yogyakarta;

7. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;

8. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;

9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bantul;

10. Kepala Dinas PKAD Kab. Bantul. 
Lampiran II
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BUPATI BANTUL 

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
KEPALA....................................................... 

Nomor : 
BUPATI BANTUL,

Menimbang
:
a.
bahwa :........................(dapat berisi)




- dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  Nomor.....Tahun ....... belum diangkat pejabatnya secara definitif;




- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor........Tanggal..............Saudara...........NIP.........Pangkat............Golongan Ruang .................Jabatan telah diangkat sebagai.....................




- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor........Tanggal..............Saudara...........NIP.........Pangkat............Golongan Ruang .................Jabatan telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun


b. 
bahwa untuk kelancaran tugas-tugas organisasi .............diapndang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kepala .................;



c. 
bahwa Saudara ...............NIP..........Pangkat.......Golongan......Jabatan............dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pelaksaa Tugas Kepala...........................
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 



2. 
Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;



3. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;



4.
Undang_Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15;


6.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerinta Nomor 25 Tahun 2010;



7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;



9.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktual sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;



10.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;


11. 
Peraturan Pemerinta Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



12.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;



13.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor....Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi ..................... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 
Memperhatikan : 
Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26.3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 perihal Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Harian;
MEMERINTAHKAN:

Kepada
:
Nama


: .......................



NIP


: .......................



Pangkat/Gol Ruang
:........................



Jabatan 


: .......................

Untuk 
:
Terhitung mulai tanggal ................. disamping jabatannya  sebagai Kepala................juga sebagai Pelaksana Harian Kepala ................sampai dengan................ atau sampai dengan ditunjuknya Pelaksana Harian yang baru, dengan ketentuan : 



1. Sebagai Pejabat Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas ang harus dilaksanakan;



2.
Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada .....................;



3.
Melaskanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. 
Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam surat perintah  ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bantul 

pada tanggal  ......2010

BUPATI BANTUL 

SRI SURYA WIDATI

Tembusan di kirim kepada Yth.

1. Gubernur DIY di Yogyakarta;

2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;

3. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bantul;

5. Kepala Dinas PKAD Kab. Bantul 
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 PEMERINTAH   KABUPATEN   BANTUL

SEKRETARIS DAERAH
                   Jl. Robert Wolter Monginsidi  Bantul  55711 Telp. 367509

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN 

KEPALA....................................................... 

Nomor : 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
Menimbang
:
a.
bahwa :........................(dapat berisi)




- dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  Nomor.....Tahun ....... belum diangkat pejabatnya secara definitif;




- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor........Tanggal..............Saudara...........NIP.........Pangkat............Golongan Ruang .................Jabatan telah diangkat sebagai.....................




- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor........Tanggal..............Saudara...........NIP.........Pangkat............Golongan Ruang .................Jabatan telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun


b. 
bahwa untuk kelancaran tugas-tugas organisasi .............diapndang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kepala .................;



c. 
bahwa Saudara ...............NIP..........Pangkat.......Golongan......Jabatan............dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pelaksaa Tugas Kepala...........................
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 



2. 
Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;



3. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;



4.
Undang_Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15;


6.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerinta Nomor 25 Tahun 2010;



7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;



9.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktual sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;



10.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;


11. 
Peraturan Pemerinta Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



12.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;



13.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor....Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi ..................... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 
Memperhatikan : 
Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26.3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 perihal Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Harian;
MEMERINTAHKAN:

Kepada
:
Nama


: .......................



NIP


: .......................



Pangkat/Gol Ruang
:........................



Jabatan 


: .......................

Untuk 
:
Terhitung mulai tanggal ................. disamping jabatannya  sebagai Kepala................juga sebagai Pelaksana Harian Kepala ................sampai dengan................ atau sampai dengan ditunjuknya Pelaksana Harian yang baru, dengan ketentuan : 



1. Sebagai Pejabat Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas ang harus dilaksanakan;



2.
Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada .....................;



3.
Melaskanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. 
Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam surat perintah  ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bantul 

pada tanggal  ......2010

BUPATI BANTUL 

SRI SURYA WIDATI

Tembusan di kirim kepada Yth.

1. Gubernur DIY di Yogyakarta;

2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;

3. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bantul;

             Kepala Dinas PKAD Kab. BantuL

 PEMERINTAH   KABUPATEN   BANTUL

SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

                   Jl. Robert Wolter Monginsidi  Bantul  55711 Telp. 367509
  
SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
KEPALA....................................................... 

Nomor : 

KEPALA................,

Menimbang
:
a.
bahwa :........................(dapat berisi)




- dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  Nomor.....Tahun ....... belum diangkat pejabatnya secara definitif;




- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor........Tanggal..............Saudara...........NIP.........Pangkat............Golongan Ruang .................Jabatan telah diangkat sebagai.....................




- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor........Tanggal..............Saudara...........NIP.........Pangkat............Golongan Ruang .................Jabatan telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun


b. 
bahwa untuk kelancaran tugas-tugas organisasi .............diapndang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kepala .................;



c. 
bahwa Saudara ...............NIP..........Pangkat.......Golongan......Jabatan............dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pelaksaa Tugas Kepala...........................
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 



2. 
Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;



3. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;



4.
Undang_Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15;


6.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerinta Nomor 25 Tahun 2010;



7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;



9.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktual sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;



10.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;


11. 
Peraturan Pemerinta Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



12.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;



13.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor....Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi ..................... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 
Memperhatikan : 
Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas.

MEMERINTAHKAN:

Kepada
:
Nama


: .......................



NIP


: .......................



Pangkat/Gol Ruang
:........................



Jabatan 


: .......................

Untuk 
:
Terhitung mulai tanggal ................. disamping jabatannya  sebagai Kepala................juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala ................sampai dengan diangkatnya pejabat definitifnya/Pelaksana Tugas yang baru, dengan ketentuan : 



1. Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas ang harus dilaksanakan;



2.
Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada .....................;



3.
Melaskanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. 
Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam surat perintah  ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bantul 

pada tanggal  ......2010

SEKRETARIS DAERAH

NAMA

Tembusan di kirim kepada Yth.

11. Gubernur DIY di Yogyakarta;

12. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;

13. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;

14. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bantul;

� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








_1336631003.doc



